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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut;  

1. Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai mata uang 

menurut Undang-Undang Mata Uang. Pertama, Bitcoin 

tidak memenuhi unsur pertama sebagai mata uang 

sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 1angka 1 

Undang-Undang Mata Uang. Kedua, Bitcoin tidak 

memenuhi unsur kedua sebagai mata uang yakni bitcoin 

tidak memiliki ciri-ciri mata uang sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Mata Uang. Ketiga, Bitcoin tidak 

memenuhi unsur ketiga sebagai mata uang yakni memiliki 

mekanisme tahapan pengelolaan perencanaan dalam 

penerbitannya. Bitcoin juga tidak dapat dikategorikan 

sebagai alat pembayaran karena bitcoin tidak memiliki 

unsur-unsur alat pembyaran tunai dan bitcoin tidak termasuk 

sebagai uang elektronik yang merupakan salah satu bentuk 

alat pembayaran non tunai berdasarkan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. 

2. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017 terkait 

larangan Penyelenggara Jasa Sistem dalam memproses 
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transaksi Bitcoin tidak bertentangan dengan pengecualiaan 

penggunaan rupiah sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 

ayat (2) huruf c dalam hal perdagangan internasional karena 

Bitcoin tidak memenuhi unsur sebagai mata uang dan alat 

pembayaran, padahal di dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana wajib 

mensyaratkan dalam perdagangan internasional 

menggunakan mata uang yang sah, sehingga dalam hal 

perdagangan internasional bitcoin bukan merupakan 

pengecualian namun juga tetap dilarang untuk digunakan.   

B. SARAN 

1. Bitcoin merupakan salah satu kemajuan dalam teknologi di 

bidang perbankan. Namun bitcoin bukan lah mata uang karena 

bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Ada begitu 

banyak resiko ketika bitcoin digunakan dan cenderung 

disalahgunakan mengingat tidak ada otoritas yang mengawasi. 

Masyarakat harus memahami dengan cermat ketika 

menggunakan bitcoin dalam investasinya 

2. Bank Indonesia harus membuat pengaturan yang sejalan terkait 

terhadap penggunaan bitcoin dalam perdagangan internasional 

yang disesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sehingga terjadi 

harmonisasi peraturan Perundang-undangan. 
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3. Otoritas Jasa Keuangan harus membuat pengaturan pula terkait 

penggunaan bitcoin karena bitcoin merupakan juga produk jasa 

keuangan berbentuk digital sehingga antara BI dan juga OJK 

terdapat pangaturan yang jelas dan satu tujuan dalam pengaturan 

bitcoin. 
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